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BUPATI BANGKALAN
PERATORAN BUPATI BANGKALAN

NOMORtl8 TAHUN 2011
TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN 01 KABUPATEN BANGKALAN

DENGANRAHMATTUHANYANG MAHAESA

BUPATI BANGKALAN,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 4 Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04f20oo tentang Pembaglan
dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu
mengatur kembali Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati
Bangkalan.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nemor
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3569);

2. Undang-undang Nomor. 17 Tahun. 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nemor 4355);

4. Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);,

5. Undang-undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerlntah Oaerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nemor 126, Tambahan Lembaran Negara Nemor 4438);

6. Undang-Undang Nemor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Naslonal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nemor 150, Tambahan
Lembaran Negara Nemor 4456);

7. Undang-Undarig Nemor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 NQJT10r130, Tambahan
Lembaran Negara Nemor 5049);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembaglan Hasll
Penerimaan Pajak Buml dan Bangunan antara Pemerlntah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);

9. Peraturan Pemerlntah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Menterl Dalam Nager! Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nemor 21/PMK0712OO9 tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anooaran Transrer ke Daerah;

13. Keputusan Mentert Keuangan No. 83/KMK.04l2OO0tentang Pembaglan
dan Peoggunaan Blaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

14. Peraturan Gubemur Jawa TImur No. 84 Tahun 2009 tentang Pembaglan
dan Penggunaan Blaya Pemungutan Pajak Burnl dan Bangunan dl
Provlnsl Jawa Tlmur;

1 I 15.~eraturan Daerah ~abupalen Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang
, UPaJak_Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010

Nomor 118). .

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPAn TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 01 KABUPATEN
BANGKALAN

BASI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Keputusan Inl yang dlmaksud dengan:
1. Bupatl adalah Bupatl Bangkalan.
2 Kabupalen adalah Kabupaten Bangkalan
3. Sekretarts Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten Bangl<alan.
4. Dlnas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Bangkalan.
5. Kepala Dlnas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten

Bangkalan.
6. Blaya Pemungutan Pajak Buml dan Bangunan, selanjutnya disebut BP

PBB adalah dana yang dlgunakan untuk pemblayaan kegiatan
operaslonal pemungutan Pajak Burnl dan Bangunan yang
dllaksanakan oIeh D1rektoratjenderal Pajak dan Daerah.

7. Rekenlng Kas Umum Daerah adalah rekenlng tampat penylmpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupatl untuk menampung seluruh
penerlmaan daerah dan dlgunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
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8. Kuasa Bendahara Urnum Negara adalah pejabat yang diberl kuasa
oleh Menterl Keuangan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam w1layahkerja yang telah
dltetapkan.

9. Bank Operaslonal III, yang selanjulnya dlsebut BO III, adalah Bank
Operaslonal yang melakukan pembaglan PBBlBPHTB dan upah
pungut PBS sarta membayar pengemballan PBB.

10. Pemungutan adalah sualu rangkalan keglatan mulal dar!
penghimpunan dala objek dan subjek pajak, penentuan besamya
pajak yang terutang sampal keglatan penaglhan pajak kepada wajlb
pajak sarta pengawasan penyetorannya.

11. Kecamatan adalah Kecamatan yang' ada dl w1layah Kabupaten
Bangkalan.

12. DesalKelurahan adalah desalkelurahan yang ada dl w1layah
Kabupaten Bangkalan

BAB 11
PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal2

(1) Hasll penerlmaan Pajak Buml dan Bangunan merupakan penerlmaan
Nagara yang dlbagl untuk Pernerlntah PUSS!dan Daerah dengan
1mbangansebagal berikul : '
a. 10% (sepuluh persen) untuk Pemerlntah Pusat; dan
b. 90% (sembllan puluh persen) untuk Daerah.

(2) Jumlah 90% yang merupakan baglan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dlperlnct sebagal berlkut :
a. 16,2"A! (enam betas koma dua persen) untuk Daerah Provlnsl;
b. 64,8% (enam puluh empat koma delapan parsen) untuk Daerah

Kabupaten; dan
c. 9% (sembllan parsen) untuk Blaya Pemungutan.

Pasal3

BP PBB sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c
dlalokasikan per sektor dengan peraentase sebagal berlkut :
a. obyek Pajak sektor Pedesaan, 10% (sepuluh persen) bagian Direktorat

Jendral Pajak dan 90% (sembllan puluh peraen) baglan Daerah;
b. obyek Pajak sektor Perkotaan. 20% (dua puluh persen) bagian

Direktorat Jenderal Pajak dan 80% (delapan puluh persen) bagian
Daerah;

o. obyek Pajak sektor Perhutanan. 65% (enam puluh lima persen) baglan
Direktorat Jenderal Pajak dan 35% (tlga puluh lima persen) bagian
Daerah;

d. obyek Pajak sektor Pertambangan, 70"A. (tujuh puluh persen) baglan
Dlrektorat Jenderal Pajak dan 30% (tlga puluh persen) baglan Daerah.
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Pasal4

BP PBS baglan Daerah sebagalmana dlmak8Ud dalam Pasal 3
dialokaslkan dengan rloolan sebagal berikut :
a. obyek Pajak seldor Pedesaan sebesar 85% (delapan puluh lima

persen) untuk Kabupaten dan 5% (lima persen) untuk Tim Intensifikasl
PBS Provinsl dan Tim Inlenslfikasl P8B BakolwU;

b. obyek Pajak seklor Perko!aan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
untuk Kabupaten dan 5% (lima persen) untuk TIm Intanslfikasi PBS
Provinsl dan Tim Intensifikasl PBB BakolwlI;

c. obyek Pajak seklor Perhutanan sebesar 30% (Iiga puluh persen) untuk
Kabupaten dan 5% (lima persen) untuk Tim Intensinkasl PBS Provlnsl
dan Tm Intenslfikasl PBS Bakorwil;

d. obyek Pajak seklor Peltambangan sebe8ar 25% (dua puluh lima
persen) untuk Kabupaten dan 5% (lima persen) unluk Tim Intenslfikasl
PBS Provlnsi dan Tim Intenslfikasl PBS Bakorwil.

Pasal5

BP PBB baglan Daerah dllertma dart Pemertntah Pusat melalul transfer
dar! 80 III ke rekenlng Kas Umum Daerah yang dllaksanakan oleh Kuasa
Bendahara Umum Negara dengan menerbitkan Surat Kuasa Urnum.

Pasal8

Alokasl BP P8B baglan Kabupaten sebagalmana dlmak8Ud dalam Pasal
4 akan dlatur leblh lanjut dengan Keputusan Bupatl.

BAS III
PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal7

BP P8B digunakan untuk Insentlf dan Kompensasl bagl :
a. Petugas Pemungut Tlngkal DesalKelurahan;
b. Petugas Pemungut Tlngkat Kecamatan;
o. Petugas Pemungut Tlngkat Pemerlnlah Kabupalen.

Pasal8

(1) Pengajuan Permlntaan Pembayaran BP P8B dan pembaglannya
dllakukan oIeh Kepala Dinas Pendapatan.

(2) Besamya pengajuan permlntaan pembayaran sebagalmana
dlmaksud pada Ayat (1), sesual dengan realisasl penerimaan BP PBS
yang disetor ke rekenlng Kas Umum Daerah.
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BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal9

Pada saat Undang-Undang Inl mulal berlaku, Peraturan Bupatl Bangkalan
No. 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Blaya Pemungutan Pajak Buml
dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor
23/E) dan Peraturan Bupati Bangkalan No. 23 Tahun 2009' tentang
Penggunaan Blaya Pemungutan dan Pengalokaslan Insentlt Pelunasan
Pajak Bum! dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2009 Nomor 2OJE)diCabut dan dlnyatakan t1dak berlaku.

PasalB

Peraturan Bupatllnl mulal berlaku pada tanggal dlundangkan.

Agar setlap orang dapat mengetahulnya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangkalan.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011

NOMOR IfJ/e .
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